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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

2.1 Kebijakan Publik 

 Kebijakan merupakan pedoman untuk bertindak, pedoman itu boleh jadi 

sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau 

jelas, longgar atau terperinci, dan publik atau privat. Seseorang yang mempelajari 

kebijakan publik biasanya menemukan berbagai konsep yang didalamnya memuat 

istilah “kebijakan”. Konsep tersebut perlu dicermati karena mempunyai makna 

berbeda. Misalnya konsep kebijakan (policy), studi kebijakan (policy studies), 

analisis kebijakan (policy analysis), advokasi kebijakan (policy advocacy), 

penelitian kebijakan (policy research) dan kebijakan publik (public policy). 

Sebagai suatu konsep, kebijakan memiliki makna yang luas dan multi interpretasi. 

Sebagai contoh, James Anderson memberi makna kebijakan sebagai perilaku 

aktor dalam bidang kegiatan tertentu (dalam Wahab,1997).  

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus Administrasi 

Pubik Chandler dan Plano (1988:107), mengatakan bahwa kebijakan publik 

adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk 

memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano 

beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang 

kontinue oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya 

dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam 

pemerintahan. 
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 William N Dunn (1994), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu 

rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau 

pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, 

seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, 

masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. 

 Thomas R Dye (1981), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah 

apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye 

mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus 

ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan 

pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah 

atau pejabat pemerintah saja. 

 David Easton dalam Miftah Thoha, mengemukakan kebijakan publik yaitu 

alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat tetapi hanya pemerintahlah 

yang dapat berbuatsecara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang 

dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-

hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut. 

 Shriftz dan Russel (1997:47), mendefinisikan kebijakan publik dengan 

sederhana dan menyebut is whatever government dicides to do or not to do. 

Chandler dan plano mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini merupakan proses 

terhadap suatu isu politik. 

 Pakar Prancis, Lemieux (1995:7), merumuskan kebijakan publik sebagai 

berikut yaitu produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan 

masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh 
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aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu 

berlangsung sepanjang waktu.  

 Chief J.O. Udoji, seorang pakar dari Nigeria (1981), telah mendefiniskan 

kebijakan publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu 

tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga 

masyarakat. 

 Chaizi Nasucha (2004:37), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah 

kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan 

kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk 

menyerap dinamika sosial dalam masyarakat yang akan dijadikan acuan 

perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. 

 Definisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan publik 

dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan 

publik harus berorientasi kepada kepentingan publik dan kebijakan publik adalah 

tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh 

pemerintah demi kepentingan publik. jadi idealnya suatu kebijakan publik adalah 

kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan untuk sekedar 

dinyatakan, kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena 

didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.  

 

2.2 Implementasi Kebijakan Publik 

2.2.1 Definisi Implementasi Kebijakan 

 Kamisa menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan 

untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan 
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(2002:253). Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah 

ataupun swasta. Lester dan Stewart (2000), mengemukakan implementasi adalah 

sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses 

politik. 

Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo dalam Pasolong (2006:81) 

mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentranformasikan suatu rencana 

ke dalam praktik. Implementasi secara lebih khusus adalah pelaksanaan 

pengendalian aksi-aksi kebijakan didalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2003:132). 

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh 

individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. 

 Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan 

pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil 

keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam 

kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah 

dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan 

benar. Ia membutuhkan pelaksana yang benar-benar jujur untuk menghasilkan apa 

yang menjadi tujuannya dan benar-benar memperlihatkan rambu-rambu 

pemerintah yang berlaku. Sayangnya, implementasi ini sering dipakai sebagai 

ajang melayani kepentingan kelompok, pribadi dan bahkan kepentingan partai. 

Implementasi pada dasarnya operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna 

mencapai suatu tujuan. Hinggis (1985), mendefiniskan implementasi sebagai 

rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia 
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menggunakan sumber daya lain untuk mencapai untuk mencapai sasaran strategi. 

Grindle (1980), implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh 

dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat 

mungkin mempengaruhinya.  

 Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. 

Majone dan Wildavsky (dalam Nurdi dan Usma, 2002), mengemukakan 

implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan 

Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktvitas 

yang saling menyesuaikan. Dan Ripley dan Franklin berpendapat bahwa 

implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang 

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis 

keluaran yang nyata (tangible output). 

 Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 

suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan 

Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan 

Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang 

bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut diantaranya : 

1. Kondisi lingkungan 

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijaakan, yang 

dimaksud lingkup ini mencakup lingkungan sosio kultural serta ketrlibatan 

penerima program. 

2. Hubungan antar organisasi  
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Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan 

dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan 

kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 

3. Sumber daya organisasi untuk implementasi program 

Implementasi kebijakan perlu didukung sumber daya baik sumber daya 

manusia (human resources) maupun sumber daya non manusia (non 

human resources). 

4. Karakteristik dan kemampuan organisasi pelaksanaan 

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah 

mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang 

terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi 

implementasi suatu program. 

Berdasarkan pendapat dari G. Shabbir Cheeina dan Dennis A. Rondinelli 

tersebut terdapat faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi 

kebijakan yang ditetapkan. Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang 

diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa diukur oleh faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi kebijakan.  

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga menurut Grindle, 

amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri yang terdiri 

atas isi kebijakan dan konsep implementasinya. Kedua hal tersebut harus 

didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai 

berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan 

memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok 
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serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang 

dilaksanakan.  

Indikator isi kebijakan mencakup : 

1. Kepentingan yang mempengaruhi 

Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu 

implementasi kebijakan. Indicator ini berargumen bahwa suatu kebijakan 

dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh 

mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap 

implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut. 

2. Tipe manfaat 

Berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu 

kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan 

dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang 

hendak dilaksanakan. 

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai 

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Pada poin 

ini yang dilihat adalahsejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah 

kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. Suatu program yang 

bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih 

sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan 

bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin. 

4. Letak pengambilan keputusan 
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Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting 

dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan 

dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan 

diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.  

5. Pelaksana program 

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan 

adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi 

keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau terdata 

dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya 

dengan rinci. 

6. Sumber daya yang digunakan  

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. 

Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber daya-sumber daya 

yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. 

  

Sedangkan konteks implementasi mencakup : 

1. Kekuasaan, strategi aktor yang terlibat 

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau 

kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang 

terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi 

kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar 

kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya 

dari yang diharapkan. 

2. Karakteristik lembaga dan penguasa 
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Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga 

berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin 

dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi 

suatu kebijakan. 

3. Kepatutan daya tanggap 

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan 

adalah depatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak 

dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari 

pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.  

 

2.2.2 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan 

 Unsur-unsur implementasi kebijakan menurut Tachjan (2006) terdapat 

beberapa unsur yang harus ada dalam implementasi kebijakan yaitu : 

1) Pelaksana (implementor) 

Unsure pelaksana adalah implementor kebijakan, sebagai mana yang 

dijelaskan Dimock dan Dimock dalam Tachjan, pelaksanaan kebijakan 

merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari 

penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan 

kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, 

penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, 

pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian. Dalam penelitian 

ini, yang menjadi unsur pelaksana adalah PT PLN (Persero) Rayon Duri 

2) Program atau kebijakan publik  
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Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-

tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal 

ini dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan (2006:31) bahwa 

“implementation is that set of activities directed toward putting out a 

program into effect”. Program merupakan rencana yang bersifat 

komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan 

digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut 

menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget. 

Dalam penelitian ini, program yang dilaksanakan yaitu pogram penertiban 

pemakaian tenaga listrik. 

3) Kelompok sasaran (target group) 

Tachjan (2006:35) mendefinisikan target group yaitu sekelompok orang 

atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa 

yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Dalam penelitian ini 

yang menjadi kelompok sasaran yaitu masyarakat kota duri.  

 

2.3 Konsep Pelaksanaan 

 Dalam kamus besar bahasa indonesia, pelaksanaan berasal dari kata 

laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Pelaksanaan 

juga diartikan sebagai suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun 

secara matang dan terperinci, dan implementasi biasanya dilakukan setelah 

perencanaan sudah dianggap selesai. Secara sederhana pelaksanaan bisa 

diartikan penerapan. (Nurdin Usman, 2002:70) 
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 Pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara 

pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme dalam suatu sistem. 

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh 

berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

 Dalam tulisan ini yang menjadi fokus pelaksanaannya adalah program, 

jadi definisi program dapat dilihat dari paparan Joan L. Herman (dalam Widya 

Astuti, 2013:9) adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan 

harapan mendatangkan hasil atau pengaruh. Untuk mempertegas definisi diatas, 

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan 

pembangunan nasional, menyatakan bahwa program adalah instrumen 

kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh 

alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi 

masyarakat. 

 Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, 

kurang berhasil ataupun gagal apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai 

atau outcomes. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai 

unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian 

sasaran suatu program.  

 Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa 

yang dimaksud dengan pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan 
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yang didukung oleh kebijaksanaan, prosedur dan sumber daya yang 

dimaksudkan untuk membawa suatu hasil dalam mencapai tujuan/sasaran yang 

telah ditetapkan. 

Selain itu dalam proses pelaksanaan sekurang-kurangnya terdapat tiga 

unsur penting dan mutlak yaitu : 

a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan 

b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program 

perubahan dan peningkatan 

c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari 

proses pelaksanaan tersebut. 

 

2.4 Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) 

2.4.1 Definisi Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) 

 Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut P2TL 

adalah rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan 

penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap Instalasi PLN dan/atau Instalasi 

Pemakai Tenaga Listrik dari PLN. P2TL merupakan langkah positif  PT PLN 

(Persero) dalam menertibkan dan mengamankan energi listrik yang dimanfaatkan 

masyarakat (pelanggan maupun non pelanggan) secara tidak sah (illegal). P2TL 

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan, menghindari bahaya listrik 

bagi masyarakat, dan untuk menekan susut. 

 Pelanggaran pemakaian tenaga listrik adalah segala perbuatan yang 

dilakukan oleh pelanggan atau bukan pelanggan terhadap Instalasi dan atau Alat 
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Pengukur dan Pembatas (APP) milik PLN dengan maksud untuk mempengaruhi 

pembatas daya, mempengaruhi pengukuran, mempengaruhi pembatas daya dan 

pengukuran, serta memakai listrik tanpa alas hukum yang sah (untuk bukan 

pelanggan).  

Pelanggan yang melakukan Pelanggaran dikenakan sanksi berupa :  

a) Pemutusan Sementara 

b) Pembongkaran Rampung 

c) Pembayaran Tagihan Susulan 

d) Pembayaran Biaya P2TL Lainnya meliputi bea materai, biaya penyegelan 

kembali, biaya penggantian material dan pemasangan atas STL dan/atau 

APP dan/atau perlengkapan APP yang harus diganti serta biaya pajak 

penerangan jalan (PPJ) dengan besaran yang ditetapkan oleh pemerintah 

daerah setempat. 

Bukan Pelanggan yang terkena P2TL dikenakan sanksi  berupa : 

a) Pembongkaran Rampung. 

b) Pembayaran TS4. 

c) Pembayaran Biaya P2TL lainnya. 

Proses penyelesaian perkara pelanggaran pelanggan adalah pelanggan 

diberi berita acara hasil pemeriksaan serta dimintai tanda tangan dalam berita 

acara bahwasanya telah terjadi pemeriksaan dirumah pelanggan. Selanjutnya 

pelanggan diminta untuk datang memenuhi panggilan, setelah sampai di kantor 

PLN setempat pelanggan diberi pengarahan atau penjelasan tentang ketentuan 
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P2TL serta sanksi yang diperoleh pelanggan ketika melakukan pelanggaran. Dan 

pelanggan diminta untuk melunasi administrasi/denda yang telah ditetapkan. 

 

2.4.2 Tata Cara Pelaksanaan Program Penertiban Pemakaian Tenaga 

Listrik 

 Tata cara pelaksanaan P2TL meliputi 3 (tiga) tahap,  yaitu : 

1 Tahap Pra Pemeriksaan, yang merupakan kegiatan tahap persiapan 

yang dilakukan sebelum dilaksanakannya P2TL. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan pada Tahap Pra P2TL, adalah : 

a) menentukan Target Operasi (TO) P2TL. 

b) menyusun jadwal pelaksanaan. 

c) melakukan koordinasi dengan Penyidik. 

d) melakukan koordinasi lapangan dengan pihak terkait. 

e) menyiapkan perlengkapan P2TL yang berkaitan dengan 

pelaksanaan P2TL di lapangan. 

2 Tahap Pemeriksaan, yang merupakan kegiatan tahap pelaksanaan 

P2TL di lapangan. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Petugas Pelaksana 

Lapangan P2TL pada Tahap Pelaksanaan P2TL, adalah :  

a) memasuki persil Pemakai Tenaga Listrik dan melakukan 

pengamanan lokasi. 

b) sebaiknya petugas P2TL tidak menyentuh atau mendekat APP 

sebelum disaksikan oleh penghuni atau saksi, untuk 
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menghindari dugaan merusak segel sebelum diadakan 

pemeriksaan. 

c) melakukan pemeriksaan lapangan. 

d) melakukan tindakan P2TL bagi Pemakai Tenaga Listrik. 

e) melakukan pemberkasan hasil pemeriksaan P2TL. 

f) meninggalkan lokasi Pemakai Tenaga Listrik. 

g) menyerahkan dokumen dan barang bukti kepada petugas 

administrasi P2TL dengan membuat berita acara serah terima 

dokumen dan Barang Bukti P2TL. 

3 Tahap Pasca Pemeriksaan, yang merupakan kegiatan tahap tindak 

lanjut hasil temuan P2TL. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Petugas Administrasi 

P2TL pada Tahap Pasca P2TL, adalah : 

a) menerima dokumen dan barang bukti hasil pemeriksaan 

lapangan P2TL. 

b) menerima dan/atau membuat surat panggilan kepada Pemakai 

Tenaga Listrik atau yang mewakili dalam rangka tindak lanjut 

hasil temuan P2TL. 

c) melakukan pemeriksaan administrasi dan laboratorium hasil 

temuan P2TL. 

d) membuat analisa dan perhitungan serta usulan penyelesaian 

tindak lanjut hasil temuan P2TL. 
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e) melaksanakan penetapan tindak lanjut hasil temuan P2TL 

sesuai penetapan Pemberi Tugas atau Penanggung Jawab 

P2TL. 

f) menyiapkan administrasi proses tindak lanjut hasil temuan 

P2TL. 

g) membuat laporan penyelesaian kasus P2TL. 

h) memproses tindak lanjut hasil keputusan General Manager 

Distribusi/Wilayah atau Manajer APJ/Area/Cabang atas 

keberatan P2TL yang diusulkan oleh Tim Keberatan P2TL. 

 

2.4.3 Jenis dan Golongan Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik 

 

Gambar 2.1 Jenis dan Golongan Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik 
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1. Pelanggaran golongan I (P I) 

Termasuk P I yaitu apabila pada APP yang terpasang di pelanggan 

ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi batas daya, 

sebagai berikut : 

1. Segel milik PLN pada Alat Pembatas hilang, rusak atau tidak sesuai 

dengan aslinya; 

2. Alat Pembatas hilang, rusak atau tidak sesuai dengan aslinya; 

3. Kemampuan Alat Pembatas menjadi lebih besar, yang diantaranya 

dengan: 

a. Seting relay Alat Pembatas kondisinya berubah; 

b. Penghantar phasa dengan netral pada sambungan 1 phasa 

kondisinya tertukar; 

4. Alat Pembatas terhubung langsung dengan kawat/kabel sehingga Alat 

Pembatas tidak berfungsi atau kemampuannya menjadi lebih besar; 

5. Khusus untuk Pelanggan yang menggunakan meter kVA maks: 

a. Segel pada meter kVA maks dan/atau perlengkapannya, hilang, 

rusak atau  tidak sesuai dengan aslinya; 

b. Meter kVA maks dan/atau perlengkapannya, rusak, hilang atau 

tidak sesuai dengan aslinya; 

6. Terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi batas daya. 

2. Pelanggaran Golongan II (P II) 

Termasuk P II yaitu apabila pada APP yang terpasang di pelanggan 

ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran 

energi, sebagai berikut : 
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1. Segel Teradan/atauSegelmilik PLN pada Alat Pengukur dan/atau 

perlengkapannya salah satu atau semuanya hilang/tidak lengkap, 

rusak/putus, atau tidak sesuai dengan aslinya; 

2. Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya hilang atau tidak sesuai 

dengan aslinya; 

3. Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya tidak berfungsi sebagaimana 

mestinya walaupun semua Segel milik PLN dan Segel Tera dalam 

keadaan lengkap dan baik.  

Cara-cara mempengaruhi Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya, 

antara lain: 

a. Mempengaruhi kerja piringan Alat Pengukur, antara lain dengan 

membengkokkan piringan meter; membengkokkan poros piringan 

meter; mengubah kedudukan poros piringan; merusakkan 

kedudukan poros piringan; melubangi tutup meter; merusakkan 

sekat tutup meter; merusakkan kaca tutup meter; mengganjal 

piringan agar berhenti atau lambat; 

b. Mempengaruhi kerja elektro dinamik, antara lain dengan mengubah 

setting kalibrasi Alat Pengukur; memutus/merusak/mempengaruhi 

kerja kumparan arus; memutus/merusak/mempengaruhi kerja 

kumparan tegangan; memutus penghantar neutral dan 

menghubungkan ke bumi; 
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c. Mempengaruhi kerja register/angka register, antara lain dengan 

mengubah gigi transmisi; merusak gigi transmisi; mempengaruhi 

posisi WBP; memundurkan angka register; 

d. Pengawatan meter berubah sehingga pengawatan arus tidak se-

phasa dengan tegangannya dan/atau polaritas arusnya ada yang 

terbalik; kabel arus terlepas; memutus rangkaian pengawatan arus 

atau tegangan; 

e. Mengubah, mempengaruhi alat bantu ukur energi, dengan 

mengganti Current Transformer (CT) dan/atau Potential 

Transformer (PT)  dengan ratio yang lebih besar;  menghubung 

singkat terminal primer dan/atau sekunder CT; memutus rangkaian 

arus CT atau tegangan  PT; merusak CT dan/atau PT; 

f. Mengubah sambungan pada rangkaian CT yang mengakibatkan 

pengukuran energi tidak normal; 

g. Memutus penghantar  netral pada sambungan instalasi milik PLN 

dan netral di sisi Instalasi milik Pelanggan serta menghubungkan  

penghantar netral ke bumi sehingga mempengaruhi pengukuran 

energi; 

h. Menukar penghantar phasa dengan penghantar netral pada Instalasi 

milik PLN sehingga mempengaruhi  pengukuran; 

i. Mengubah/memindah instalasi milik PLN tanpa ijin PLN sehingga 

menyebabkan APP atau alat perlengkapannya milik PLN rusak atau 

dapat mempengaruhi kinerja Alat Pengukur; 
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j. Mengubah pengukuran Alat Pengukur elektronik, antara lain 

dengan mengubah setting data entry; mempengaruhi perangkat 

lunak yang dipakai untuk fungsi kerja alat pengukur; dan terjadi 

hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi pemakaian energy 

k. Pelanggan yang sudah dilakukan pemutusan oleh PLN karena 

tunggakan rekening listrik, disambung kembali tanpa ijin PLN. 

3. Pelanggaran Golongan III (P III) 

Termasuk P III yaitu apabila pada APP dan instalasi listrik yang 

terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat 

mempengaruhi pengukuran batas daya dan energi sebagai berikut : 

1. Melakukan Pelanggaran yang merupakan gabungan pada P I dan P II;  

2. Melakukan Sambungan Langsung ke Instalasi Pelanggan dari Instalasi 

PLN sebelum APP. 

4. Pelanggaran Golongan IV (P IV) 

Termasuk P IV yaitu apabila ditemukan fakta pemakaian tenaga listrik 

PLN tanpa alas hak yang sah oleh Bukan Pelanggan. Yang termasuk 

pelanggaran P IV antara lain adalah : 

a. Menyambung langsung dari Jaringan Tenaga Listrik (JTL) ke IMP; 

b. Pelanggan yang sudah tidak sesuai antara Identitas Pelanggan (ID Pel) 

dengan kode kedudukan (koduk) akibat APP dipindahkan tanpa ijin PLN; 

c. Pemakai tenaga listrik tidak terdaftar di dalam Data Induk Langganan 

(DIL) PLN; 

d. Pemakai tenaga listrik hasil levering dari pelanggaran P III; 
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e. Pemakai tenaga listrik hasil levering dari pelanggaran P IV. 

 

2.5 Pandangan Islam Tentang Konsep Penelitian 

Pada zaman modern ini listrik sudah menjadi hal yang sangat di utamakan 

atau sesuatu yang dibutuhkan manusia. Listrik sudah menjadi salah satu 

kebutuhan utama kehidupan sehari hari. Listrik yang ada di bumi ini berasal dari 

berbagai sumber, di hasilkan oleh generator yang akan menghasilkan listrik 

kemana mana. Energi listrik ini berasal dari satu sumber dan di ubah menjadi 

listrik yang kita gunakan sehari hari. 

Dari hal tersebut ayat al quran berbicara tentang listrik. Kalau kita ketahui 

listrik itu sudah ada sejak para nabi, namun manusia pada zaman dulu belum 

menemukan listrik, itu karena ilmu dan pengetahuan yang kurang. Allah 

berfirman dalam ayatnya Surat An Nur ayat 35 : 

مَاوَ  ُ نىُرُ انسه جَاجَحُ ۞ اللَّه ثاَحُ فًِ زُجَاجَحٍ ۖ انسُّ ثَاحٌ ۖ انأمِصأ كَاجٍ فٍِهَا مِصأ ضِ ۚ مَثمَُ نىُرِهِ كَمِشأ رَأ اخِ وَالْأ

أٌتهَُ  هحٍ ٌَكَادُ زَ تٍِ قٍِهحٍ وَلََ غَرأ أٌتىُنحٍَ لََ شَرأ يٌّ ٌىُقدَُ مِنأ شَجَرَجٍ مُثَارَكَحٍ زَ كَةٌ دُرِّ ا ٌضًُِءُ وَنَىأ نَمأ كَأنَههاَ كَىأ

ُ تَمأ  ثَالَ نهِنهاشِ ۗ وَاللَّه مَأ ُ الْأ رِبُ اللَّه ُ نِنىُرِهِ مَنأ ٌشََاءُ ۚ وٌََضأ وُ نَارٌ ۚ نىُرٌ عَهىَٰ نىُرٍ ۗ ٌهَأدِي اللَّه ءٍ سَسأ أً  تِكُمِّ شَ

 عَهٍِمٌ 

Artinya: 

“Allah adalah Nur (cahaya) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya 

itu, adalah seperti lubang yang tak tembus, yang didalamnya ada pelita. 

Pelita itu didalam kaca, dan kaca itu bagaikan bintang yang cemerlang 

bercahaya-cahaya seperti mutiara. Yang dinyalakan dengan minyak dari 

pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon Zaitun ; yang tidak tumbuh di 

timur maupun di barat. Yang minyaknya saja hampir-hampir cukup 
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menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahayanya diatas cahaya 

(berlapis-lapis). Allah-lah yang menunjukki kepada cahaya-Nya siapa 

yang dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan 

bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. 

Dari ayat ini kita bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sudah ada sejak 

dahulu namun manusia belum mengetahuinya, dan ilmu yang ada di 

perumpamakan dengan hal-hal lain, hal-hal ini yang dapat menjadikan fakta di 

balik ilmu itu semua. Tak hanya manusia yang dapat memberikan arti penting itu 

listrik namun al quran sudah berbicara dahulu sebelum listrik itu ada. Kalau kita 

ambil contoh dalam surat an nur ayat 35 : lampu itu bercahaya, cahaya itu berada 

di dalam pelita atau kaca ,dan bola lampu itu sudah ada, dan itu salah satu fakta 

surat an nur ayat 35 tersebut. Jadi ayat al quran tentang listrik itu sangat benar tak 

bisa di ganggu gugat itulah salah satu bukti kekuasaan Allah SWT. 

Jadi Al Qur’an tak hanya berbicara masalah ibadah, hukum, iman dan 

lainnya namun al Qur’an pun berbicara mengenai teknologi dan segala sesuatu 

yang ada di muka bumi ini salah satunya listrik. Karena banyak hal yang dapat di 

gali pada al quran. 

 

2.6 Definisi Konsep 

Untuk menghindari kesalahan pemahaman penafsiran dalam penelitian ini, 

maka sebelumnya penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang 

berhubungan dengan penelitian ini dan untuk mempermudah penelitian, maka 

dimasukkan beberapa batasan untuk berpedoman kepada teori yang dikemukakan 

pada landasan teori. Defenisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang 
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merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar 

memberikan arah dalam penulisan pada bagian berikutnya, yaitu dengan 

mendefenisikan  sebagai berikut:  

 Untuk pelanggan rumah tangga / 1 phasa dengan daya paling tinggi 

4400VA. Jadi batasan nya hanya untuk pelanggan dengan daya 450, 900, 

1300, 2200, 3500, 4400, 5500, 7700 VA. 

 

2.7 Konsep Operasional  

 Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka dibuatlah konsep 

operasional yang akan mengacu pada pendapat teoritis dan pakar, akan tetapi 

lebih dikonkritkan dalam bentuk penelitian, yang menjadi indikator dalam 

penelitian ini adalah : 

Tabel 2.1 Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub indikator 

Implementasi P2TL di PT 

PLN (Persero) Rayon 

Duri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tahap Pra Pemeriksaan a. Menentukan target 

operasi (TO) P2TL 

b. Menyusun jadwal 

pelaksanaan 

c. Melakukan koordinasi 

dengan penyidik 

d. Melakukan koordinasi 

lapangan dengan pihak 

terkait 

e. Menyiapkan 

perlengkapan P2TL 

yang berkaitan dengan 

pelaksanaan P2TL 

dilapangan 
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Tahap Pemeriksaan a. Memasuki persil 

pemakai tenaga listrik 

dan melakukan 

pengamanan lokasi 

b. Sebaiknya petugas 

P2TL tidak menyentuh 

atau mendekat APP 

sebelum disaksikan 

oleh penghuni atau 

saksi, untuk 

menghindari dugaan 

merusak segel sebelum 

diadakan pemeriksaan 

c. Melakukan 

pemeriksaan lapangan 

d. Melakukan tindakan 

P2TL bagi pemakai 

tenaga listrik 

e. Melakukan 

pemberkasan hasil 

pemeriksaan P2TL 

f. Meninggalkan lokasi 

pemakai tenaga listrik 

g. Menyerahkan 

dokumen dan barang 

bukti kepada petugas 

administrasi P2TL 

dengan membuat berita 

acara serah terima 

dokumen dan barang 

bukti P2TL. 

 Tahap Pasca Pemeriksaan a. Menerima dokumen 

dan barang bukti hasil 

pemeriksaan lapangan 

P2TL 

b. Menerima dan/atau 

membuat surat 

panggilan kepada 

Pemakai Tenaga 

Listrik atau yang 

mewakili dalam rangka 

tindak lanjut hasil 

temuan P2TL 

c. Melakukan 

pemeriksaan 

administrasi dan 
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Sumber : SK DIR No.088-Z.P/DIR/2016 

 

2.8 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

laboratorium hasil 

temuan P2TL 

d. Memverifikasi hasil 

pemeriksaan 

laboratorium terhadap 

data pemakaian dan 

Data Induk Langganan 

e. Melaksanakan 

penetapan tindak lanjut 

hasil temuan P2TL 

sesuai penetapan 

golongan pelanggaran 

oleh Pemberi Tugas 

atau Penanggung 

Jawab P2TL dan 

melakukan perhitungan 

tagihan susulan P2TL 

f. Menyiapkan 

administrasi proses 

tindak lanjut hasil 

temuan P2TL 

g. Membuat laporan 

penyelesaian kasus 

P2TL 

h. Memproses tindak 

lanjut hasil keputusan 

General Manager 

Distribusi/Wilayah 

atau Manager 

APJ/Area/Cabang atas 

keberatan P2TL yang 

diusulkan oleh Tim 

Keberatan P2TL. 

Analisis Pelaksanaan Program Penertiban 

Pemakaian tenaga listrik (P2TL) PT PLN 

(Persero) Rayon Duri 

SK DIR NO.088.Z.P/DIR/2016 
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan 

untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, disamping 

untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan 

faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk 

dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti. Dimana peneliti mengambil 

penelitian sebelumya yaitu: 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No. Nama dan Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Karina Nindarwati (2012) 

“Implementasi Program 

Penertiban Pemakaian 

Tenaga Listrik (P2TL) 

PT PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Tengah 

Dalam penelitian ini 

untuk menjawab 

permasalahan peneliti 

menggunakan petunjuk 

teknis yang terdapat 

dalam SK DIR NO 

Indikator : 

1. Tahap Pra Pemeriksaan  

2. Tahap Pemeriksaan 

3. Tahap Pasca Pemeriksaan 

Untuk memenuhi target saving KWH dan 

membantu menekan susut distribusi 
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dan D.I.Y Yogyakarta di 

Kota Semarang”. 

234/K/DIR/2008, adapun 

hasil dari penelitian 

menyatakan bahwa 

pelaksanaan program 

P2TL di Kota Semarang 

secara umum masih 

belum berjalan dengan 

baik. 

2. Muhammad Iqbal 

Farizi (2017) “Analisis 

Pelaksanaan Program 

Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) di 

Desa Sungai Selari 

Kecamatan Bukit Batu 

Kabupaten Bengkalis”. 

 

Dalam penelitian ini 

untuk menjawab 

permasalahan peneliti 

menggunakan peraturan 

dari Dirjen PS dan 

BPPKS Kemensos RI 

2010, adapun hasil 

penelitian menyatakan 

bahwa pelaksanaan 

program KUBE di Selari 

Kecamatan Bukit Batu 

berjalan cukup baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


